
KOMIS! INDEPENDEN PEMILIHAN 
KOTALANGSA 

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN 
KOTALANGSA 

NOMOR 32.A TAHUN 2012 

TENT ANG 

PENET AP AN HARi PEMUNGUT AN SU ARA PEMILIHAN UMUM W ALIKOTA 
DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA PUTARAN II TAHUN 2012 

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa untuk melak:sanakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan 
Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wak:il Walikota Langsa 
Putaran II Tahun 2012 mak:a perlu ditetapkan Hari Pemungutan Suara 
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 
2012; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen 
Pemilihan Kota Langsa. 

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa; 
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapak:ali menjadi Undang-undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; 
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan 

Um um; 
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana 

telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah 
terak:hir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008; 

7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi 
Pemilihan Umum; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wak:il Kepala Daerah; 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
62 Tahun 2009; 

10. Qanun Aceb ..•...••...• 
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..... . . 

Memperhatikan 

Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun 
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubemur/Wakil Gubemur, 
Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe 
Aceh Darussalam; 

11. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum di Aceh; 

12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubemur/Wakil Gubemur, 
Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi 
Independen Pemilihan Aceh Nomor 31 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kelima Atas Keputusan Komisi Independen Pemillihan Aceh Nomor 1 
Tahun 2011; 

13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Keputusan Komisi lndependen Pemilihan Kota Langsa 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi 
Independen Pemillihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011; 

14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 31 
Tahun 2012 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 
Suara Pada Pemilihan Umum Walikota/Wakil Walikota Langsa Tahun 2012 
Di Tingkat Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa. 

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 32 Tahun 2012 
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Walikota dan Wakil Walikota Langsa Putaran II Tahun 2012. 

MEMUTUSKAN : 

Keputusan Komisi lndependen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Hari 
Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa 
Putaran II Tahun 2012. 
Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa 
Putaran II ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2012. 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa 
apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan 
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Langsa 
21 April 2012 M 
29 Jumadil Awai 1433 H 

KE TUA, 
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PEMERINTAH ACEH 

SEKRET 
Jin. T. Nyak Arief No. 219, Telepon 0651-7551377 Fax 0651-7553119 

BANDA ACEH 23114 

Banda Aceh, 23 Mei 2012 M 
02 Rajab 1433 1-1 

Nornor 
Lampi ran 
S i fat 
1-1 a I 

270/13335 

Segera 
Ha ri Yang dilibu rkan untuk 
Pemungutan Suara dalam 
Pelaksanaan Pilkada.---------- 

Yang Terhorrnat : 

1. Bupati Bireuen; 
2. Bupati Aceh Tamiang; 
3. Bupati Aceh Tenggara; 
4. Penjabat Bupati Aceh Barat; 
5. Penjabat Bupati Nagan Raya; · 
6. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya; 
7. Penjabat Walikota Sabang; 
8. Penjabat Walikota Langsa. 

Masing-masing di tempat 

1. Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari daerah terkait dengan hari 
penetapan yang diliburkan untuk pemungutan suara dalam pelaksanaan Pilkada di 
Kabupaten/Kota, dapat kami jelaskan bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 30 Ayat 
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditegaskan antara lain hari 
libur untuk pelaksanaa.n Pemiliha.n Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan 
Wakil Walikota ditetapkan oleh Gubernur atas usu! KPUD Kabupaten/Kota melalui 
Bupati atau Walikota. 

2. Berkenaan dengan ha! tersebut di atas, kami · harapkan Saudara yang daerahnya 
melaksanakan Pilkada terrnasuk. Pilkada putaran kedua agar mempedomani 
ketentuan tersebut dan mengkoordinasikan clengan KIP Kabupaten/Kota. masing­ 
masing. 

3. Dapat kami tambahkan dalarn usulan tersebut agar dilampirkan tahapan, program 
clan jadwal Pilkada yang telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten/Kota masing-masing. 

4. Demikian ka.mi sampaikan untuk rnenjadi perhatian Sauda.ra dan terirna kasih. 

Tembusan : 

I. Menteri Dala111 Negeri RI; 
2. Penjabat Gubernur Aceh (sebagai laporan); 
3. Ketua DPR Aceh; 
4. Ketua KIP Aceh: 
5. Ketua Panwaslu Aceh; 
6. Para Ketua DPRK Bireuen. Aceh Tamiang, Aceh Tenggara. Aceh Baral. Nagan Raya, 

Aceh Barnt Daya. Sabnng dan Langsa; 
7. Para Ketua KIP Kabupnten Bireuen, Kabupaten Acch Tamiang, Kabupaten Aceh 

Tenggara, Kabupaten Aceh Barnt, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Baral 
Daya, Kora Sabang dan Kota Langsa; 

8. Para Ketua Panwaslu Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupatcn Aceh 
Tenggara. Kabupaten Aceh Barnt. Kabuparen Nagan Raya, Kabupaten Aceh Baral 
Daya, Kola SabanQ clan Kola Langsa.----------------------------------------------------------- 

ARIAT DAE RAH 


